BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6),Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan



Menetapkan

10.

11.

Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 6881);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 301);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022
Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.



10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pembayaran
untuk pembayaran DPTKA atas Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi
tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi di Daerah.
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah atau badan usaha milik desa dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA
adalah warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang
mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat
RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan
tertentu dan jangka waktu tertentu.

Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA
yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau
pejabat yang ditunjuk.

Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya
disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus
dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang



15.

16.

17.

18.

19.

20.

dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak
atau pendapatan daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi PTKA

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/ sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan  profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah  kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi PTKA dipungut Retribusi yang berasal dari
pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan
bagi TKA yang bekerja di Daerah.

(1)

(2)

3)

Pasal 3

Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi
TKA yang bekerja di dalam Daerah berdasarkan
permohonan dari pemberi kerja TKA.

Tidak termasuk objek Retribusi PTKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA
perpanjangan bagi Instansi Pemerintah/Pemerintah
Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah kabupaten/kota
lainnya, Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional,
Lembaga Keagamaan dan jabatan tertentu Lembaga
Pendidikan.

Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sebagaimana



(1)

(2)

dimaksud pada ayat (2), merupakan jabatan yang telah
ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Subjek Retribusi PTKA adalah pemberi kerja TKA yang
memperoleh pengesahan TKA perpanjangan bagi TKA
yang bekerja di Daerah.
Subjek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB III
JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
termasuk jenis Retribusi perizinan tertentu.

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Besarnya Retribusi penggunaan TKA yang terutang
dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif
Retribusi.
Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Penggunaan
Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan frekuensi
penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu
pelayanan.

BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi

PTKA ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk

menutup sebagian biaya penyelenggaraan Pengesahan

RPTKA perpanjangan.

Biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA

perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. penerbitan dokumen Pengesahan RPTKA
perpanjangan;

b. pembinaan dan pengawasan dilapangan;

c. penegakkan hukum;

d. penatausahaan;

e. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA
perpanjangan; dan

f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan
tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.



BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan
tingkat penggunaan jasa.

(2) Besarnya tarif retribusi PTKA ditetapkan setiap tahun
sekali diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara
dengan US$100,00 (seratus Dollar Amerika Serikat) per
jabatan per bulan untuk setiap TKA pada saat
diterbitkan SKRD dan dibayarkan dimuka.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibayarkan ke kas Daerah dengan rupiah berdasarkan
kurs yang berlaku saat penerbitan SKRD oleh Wajib
Retribusi.

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian serta perubahan tarif
atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku
pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
MASA RETRIBUSI

Pasal 10
Masa Retribusi PTKA sesuai jangka waktu berlakunya
perpanjangan pengesahan RPTKA.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11
Retribusi RTKA dipungut di Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi PTKA tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi PTKA dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen yang dipersamakan.

(3) Dokumen yang dipersamakan dapat berupa surat
pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai
pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur
Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui
aplikasi TKA Online atau kode billing pembayaran
DKPTKA dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan



Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi PTKA wajib membayar dimuka dan
dibayar secara lunas.

(2) Pembayaran Retribusi PTKA dilakukan di Kas Daerah
atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang
ditentukan dengan menggunakan SKRD.

(3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang
ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor
ke kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh
empat) jam.

(5) Pengesahan RPTKA perpanjangan diterbitkan setelah
membayar Retribusi PTKA.

(6) Dalam hal TKA bekerja kurang dari jangka waktu
berlakunya Pengesahan RPTKA perpanjangan, maka
kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi.

(7) Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari
satu bulan, tetap membayar Retribusi PTKA 1 (satu)
bulan.

Pasal 14
(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran
berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang
retribusi tersebut.

(5) Pengembalian  kelebihan  pembayaran  Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam



(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

()

(3)

(4)

(1)

(2)

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 16

Penerimaan Retribusi PTKA dimanfaatkan untuk
mendanai validasi pembayaran DKPTKA, pembinaan,
pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan
RPTKA perpanjangan, dan/atau kegiatan pengembangan
keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan
Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB XII
PENAGIHAN

Pasal 17
Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak
jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib
Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib Retribusi belum melunasi retribusi
yang terutang maka diterbitkan STRD.
Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3), diterbitkan oleh Pejabat yang
ditunjuk.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUAWARSA

Pasal 18
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib
Retribusi melakukan tinda pidana dibidang Retribusi.
Kedaluwarsa  penagihan  Retribusi sebagaimana



(3)

(4)

()

(1)

(2)

(1)

(2)
3)

(4)

()

(1)

dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi,

baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran
tersebut.
Pengakuan  utang  Retribusi secara  langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai wutang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diketahui
dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran keberatan dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

Pasal 19

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 20
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali
apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.
Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar Retribusi PTKA dan pelaksanaan penagihan
Retribusi PTKA.

Pasal 21
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
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diajukan dengan menetapkan keputusan keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib
Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas
keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi
yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

(1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi
dikembalikan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol
koma enam persen) per bulan di hitung dari Retribusi
yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan serta bagian dari bulan di hitung penuh 1 (satu)
bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib
Retribusi dan/atau objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang
melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka
melaksanakan Peraturan Daerah ini.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban,;

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan
dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yang terhutang;
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan
bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit .
pada tanggal & ["let 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Diundangkan di Sampit .
pada tanggal 6 Met 2024

. 'SEKRETAR
KABUPATEN KW’

IS DAERAH
WARINGIN TIMUR,

FAJRUR RAHMAN
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